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PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PCLAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUﬁNG,“\

Menimbang : a.  bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
y tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan
untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri;

b.  bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun
2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pertu disesuaikan;

c.  bahwa Retrubusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang

- nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab;

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b
dan hurdaf ¢ diatas, maka periu dibentuk dengan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingal : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

[ESy

Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (lL.embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tamb#han
l.embaran Negara Nomor 1649);

te2

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
{l.embaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3435);

4 Undang-undang Nomor 5 Tahuo 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Dacrah Tingkat il Kupang (Lembaran Negara Tahun
1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
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10.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undzng-undang Nomor 25 Tzhun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3648);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (LLembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, . dan
Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Meniert Dalam
Megeri Republik Indonesia Nomor 93 A/Menkes/SKB/1996,
Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi
pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retmibusi Daeraly;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

- e - . ™ oot - - .
LCHlatly FCuviiiall Lata wdla Clituliguial ivelivudl Ldacidll,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tenitung Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerab;

K.epuatusan Menteri Dalam Negeri Momor 84 Tahun 1998 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan.

Keputusan menteri Dalam NMegeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
RBentuk Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Prosedur Peayusunan produlc Hukum Daerah;

leputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 24 tahun 2001 tentang
i.cmibaran idacrah dan Berita Daerah, :

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembentuksn Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota

Kupang Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah
' :

a3,
|

Normor 72).




Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai !

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Se g0 g

(S

m.

Daerah adalah Kota Kupang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Kepala Dinas Kesehatan adaiah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Penyidik Pegawai Negert Sipil yang selanjutnva disebut PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungsn Pemenntah Dacrah yang berwewenang
khusus oieh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerab.

Pelayanan Kesenatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter
umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan
kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan,
pemuithan  kesehatan dan rehabilitasi medik yang dilaksanakan oleh Instelasi
Keschatan Daerah kepada Masyarakat.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesshatan ternadap pasien untuk keperluan
observi, diagnesis pengobatan dan pelavanan kesehatan lainnya dengan tanpa
menempat tempat tidur.

Petayanan Rawat Inap adalah pelayanan keschatan terhadap pasien untuk keperluan
observi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati
tempat tidur.

Instalasi Kesehatan Daerah ialah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Retribugi Pelayanan Keschatan adalah Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada pasien.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha
milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi ‘masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi vang seienis, lembaga. bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainnya. '

Obyek Retribusi Keschatan adalah setiap orang yang memanfaatkan fasiiitas
pelayanan keschatan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah berupa puskesmas,
puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas
pelayanan kesehatan.

]
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Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
Perundang-undangan Retribusi  Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi  adalah jangka waktu yang lamanya sana dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali
bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buiu yang tidak sama dengan tahun
takwim.

Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi , atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau
pembayaran Retribusi, Objek Retribusi , dan / atau harta dan kewajiban, menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh
Wayib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi  Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan Retricusi yang menentukan besariiya jumiah pokok Retribust. '

Surat Ketetapan Retribusi  Daerah Kurang Bavar, yang dapat disingkat SKRDKE,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi
, jumlah kredit Retribusi , jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi , besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKRDKBT, adalah surat ketetapan Refribusi  yang menentukan tambahan atas
jumiah Retribusi yang telah ditetapkan. E:

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat

ketetapan Retribusi yang menentukan jumlzh kelebihan Ketetapan Retribusi Daeran
Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih
besar daripada Retnibusi vang terutanzatau tidak seharusnva terutane.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat
ketetapan Retribusi  yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya
dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidek terutang dan tidak ada kredit
Retribusi. :

Surar Tagihan Retribusi  Dacrah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
mielakukan tagthan Retribusr dan / atan sankst administrasi berupa ounga aan / atau
denda. . '

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undngan Retribusi  daerahl yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi  Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi  Daerah Nihil atau Surat Tagihan
Retribusi Daerah,

. Surat Keputusan Keberatan adaiah surat keputusan aias keberatan techadap Surat

Ketetapan Relribusi  Daerah, Surat Ketelapan Retribusi  Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Baysr Tambahan, Surat Keretapan Retribusi
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi  Daerah Nihil atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. -
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi. .



ag. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
vang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(i) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut jasa umum atas jasa
pelavanan kesehatan;

(2) Obyek Retribust Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan :
a. Rawat Jalan;
b. Rawat [nap;

Rawat Kunjungan;

Tindak Medik;

Pemeriksaan penunjang diagnostik;

Pelayanan Ambulans.

me a0

{3) Subyek Keutbusi adalui SCUap Vlany yaity MSHIPGIVICH Jase, polaydlldl PEmeriksaan,
pengobatan, tindakan rchabilitasi medik dan atau perawatan, serta pemakaian fasilitas
yang diberikan oleh Instalasi Kesehatan Daevah.

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

) Golongan Retribust Pelayanan Kesehatan termasuk Retribusi Jasa Umum;

i1
(1
(2) Wilayahk Pemungutan Retribusi dilakukan di lingkungan Instalasi Kesehatan Daerah.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA. JASA

Pasal 4
Cara mengukur tingkat penggung jasa adalah dengan menghitung unit cost pelayan,

kebijaksanaan subsidi, jenis dan kuaitas pelayan, resiko pemberi pelayanan. serta
kemampuan dan kondist sosial ekonomi masyarakat.



BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal S

Prinsip dan sasaran penetapan retribusi adalah pengganti biaya administrasi, akemodasi,
konsumsi, fastlitas, perawatan, tindaxan, penyusutan, asuranst dan pembinaan dengan
memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas dan ljin Pelayanan
Kesehatan dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :

(1) RETRIBUSI RAWAT JALAN :
Kunjungan rawat jalan tingkat pertama :
a. Karcis

Rp 500,-
b. Obat-obatan Rp.  2.500,-
c. Jasa Pelayanan Rp.  1.500,-
d. Jasa Instalasi Kesehatan Daerah Rp. 500,-
Rp.  5.000,-

(2) RETRIBUSI RAWAT INAFP :
Rp. 509,-

a. Kartis :
b. Akomodasi tanpa makan

Rp.  2.000,-

c. Jasa Medik Rp.  3.000,-
d. Obatan-obatan o Rp.  4.500,-
Rp.  10.000,-
(3) RETRIBUSI KUNJUNGAN :
a. Karcis Rp. 500,-
b. Obat-obatan Rp.  2.500,-
c. Jasa Medik Rp.  1.500,-
d. Jasa Transportasi Rp.  5.000,-
¢. .asa lnstalasi Rp 500 -
Rp.  10.000.-
(4) TINMAKAN MEDIK *
| | BAHAN [ JASA | JASA ]
[ MACAM TINIJAKAN ! ALAT | PUSKIZS- ' MEDIK | OBAT | TOTAL
i b MAS ! '
oL (Ro) | (Rp)_| (Rp) |, (Rp) | (Rp) |
@ Tindakan Medik Ringan ! L 1
! s Jahit luka .5.000,- 1.000.- 2.500,- 3.000.- 11.560,-
“ Insisi abses ;J.OOO,- 1.000,- 2.500,- 3.000,- | 11.500-
* Tindik Telinga | 5.006,- 1 1.000,- 2.500.- 5.000,- 11.500,- |
E <UD | 5.000,- | 1.000,- 2.500.- 13.000,- | 11.500,- |
; < Implant | 5.000,- - 1.000,- 2.500,- | 3.000,- 1 11.500,-
| > Hordsolaminsizi | 3.000,- | 1.000- |2.300,- |3.000- |11.500.-
|+ Vasektomi '5.0001- Jl_ono,- 2.500- 13.000- | 11.500.-




LS

| o TTTTTTTYZYVYTITTTT T T
b, Tindakan Medik Sedang | : ! |
| Operasi Katarak 20,000, | 1000, | 10.000- | 11.000, | 42.000,- |
& Operasi Petregium | 20.000,- | 1.000,- 10.000,- | 11.000,- | 42.000,-
i % Kuretase lzo.uoo,- 1,000, | 10.000,- | 11.000,- | 42.000,-
| < Vakum IZkstrasi 20.000,- | 1.000,- 1G.000,- | 11.000,- |.42.000,-
’ < Manilaparatomi 20.000,- | 1.000.-  10.000,- | 11.000,- | 42.000,-
' < Cirumsisi 520_000,- ©1.000,- | 10.000,- | 11.000,- |42.000,-
I ———
|c. Persalinan Normal | 10.000,- | 5.060- | 25.000.- | 10.000,- | 56.000,-
~d. Tindakan Medik Sedang ' ! ,
| < Bersihkan karang gigi 1.000,- | 1.000,- | 1.500,- E 1.000,- | 4.500,-
‘ <+ Pencabutan Gigi 2.500,- | 1.000, | 1.500,- I 1.C00,- 6.000,-
1 <o Gigi Impacted 10.0G0,- ! 1.000,- | 1.500,- 1.000,- 13.500,-
i %+ Tumpatan Sementara { 1.000,- | 1.000,- 11.500,- ' 1.000,- 4.500,-
: ¢ Tumpatan Aimalgam 0 S000.- 1 1.000.- 1500~ | 1.000,- 8.500,-
% Tumpatan Silikat | 1.000,- | 1,600, ' 1.500.- ‘fI.GOO,- 4500,
S SN S S 1 .
(5) PENUNJANG DIAGNOSTIK

JENIS PEMERIKSAAN | BAHAN JASA JASA | TOTAL |
| ALAT | PUSKESMAS | PELAYANAN | (Rp)
= (Rp) (Rp) (Rp) -

<+ Darah Rutin 1.000,- | 1.000,- [.500,- 3.500,-

% Urine Rutin 3.500,- | 1.000,- 1.500,- 6.000 -

< Taeces Rutin 1.000,- | 1.000,- 1.500,- 3.500,-

<+ [Darah’Malaria (.000,- | 1.000,- 1.500,- 3.500,-

< Dahak 2.000,- | 1.000,- 1.500,- 4.500,-

o GO 10.000,- | 1.000,- | 1.500,- 4.500,-

<+ Golongan Darah 2.500,- | 1.000,- 1.500,- 5.000,-

w Gula Darah 7.500,- | 1.000,-" 1.500,- 10.000,-
P Test Kehamilan 7.500,- | 1.000,- 1.500,- 10.000,-
{ “+ Refraktometer 1.000,~ | 1.000,- 1.500,- 3.500,-

» Widal 30.000,- | 1.000,- 1.500,- 32.500,-
- L : J
(6) PELAYANAN AMBULANCE
| T SAHAN | JASA i 1
? JARAK | BAKAR | PUSKESMAS [ JASA TOTAL
. b (RpY 1 (Rp) ___(Rp) (Rp) |
<10 KM [15.000 | 2.000 C5.000 22.000 ]
<10 KM | diisipemakai | 5000 | 15000 20000 |

(7) RETRIBUST ADMINISTRAS] SURAT KETERANGAN

| NO JENIS SURAT _ RETRIBUSI (Rp) _|
. Keperluan Sekolah 5.000,-
! 2 Keperluan Melamar Pekerjaan 5.000,-
i 3. Keperluan Pengangkatan PNS 5.000,-
| 4. Keterangan Keiahiran 5.000,-
i 5, Keperluan Kematian 5.000,-
| 6. Keterangan Cuti Hamil 5.0G0,-
| 7. | Sertifikat Laik Sehat untuk TTU . 50.000,-




8. ‘ Surat Keterangan Schat unt v# Karyawan B 5.000,- ]
19, Surat Keterangan Jenasah l 50.000,- I
. :0 1 Surat Keterangan Keschatan Jemaah Haji { 50.000,- |
I ‘ Surat Rekomendasi Kesehatan 25.000,- '
! |

BAB VIJI
MASA RETRIBUSL SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasai 7
Masa Rewribusi Pelayanan Kesehatan adalah saat penderita mengajukan permintaan untuk

memperoleh suatu bentuk pelayanan kesehatan sampai dengan selesainya pelayanan
kesehatan di instalasi Kesehatan Daerah.

FPasal 8

Saal Retribusi Terutang adalah berdasarkan jenis pelavanan kesehatan yang telah
diterima dan ditetapkan dengan perincian besamya retribusi pelayanan kesehatan,

Pasal G

Surat Pemberitahuan Terutang adalah suatu surat yang memuat perincian besamya
retribusi seita jenis pelayanan kesehatan yang telah diterima.

BAB Vill
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasai 10

(1) Penetapan retribusi berdasarkan pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD;

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka
diterbitkan SKRD secara jabatan;

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 11
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka
dikeluarkan SK.RD tambahan.
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BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

{1) Pasien vang dirawat di Puskesmas rawat inap diharuskan menandatangani surat
pernyataan sanggup membayar retribusi perawatan sesuai dengan permintaan;

(2) Bagi keluarga yang memiliki kartu miskin dan Askes ketentuan pada ayat (1) Pasal
ini tidak berlaku;

(3) Perhitungan akhir biaya perawatan dihitung penuh muiai hari masuk sampai dengan
hari pulany;

(4) Bila pasien pulang sebetum pukul 12.00 (witeng) dibebaskan dari biaya perawatan
hari pulang:

Pasal 13

(1) Pembayvaran Retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD,
SKRD jabatan dan SKRD tambahan;

(2) Dalam hal pembayacan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam
ater dalam waktu vanu ditentukan oleh Walikota:

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukarn
schagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi
bertipa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi barus diiaksanakan secara funai/lunas;

(2) Walikota atau Pejabal yang ditunjuk dapat memben ijin kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur retribust terutang dalam jangka wakiu tertentu dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Tﬂu. cara pembaysran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
ditetapkan oleh Walikota ;

{4) Walikota atav Pejabat vang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan
vang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini
diberikan Tanda Bukti- Pembayaran;

2) Setiap pt‘mbava' an dicatai dalaim buku penerimaan;

3) Bentuk, isi, kualitas vkuran buku dan tanda bukti 1embdjaran retribusi ditetapkan

oleh Walikota.

Pasal 16

Seinua penerimaan yang bersifat jasa instalasi Kesehatan Daerah, bahan dan alat
merupakan Pendapatar Pemerintah Daerah vang disetor ke Kas Daerah sesuai
perundang-undangan yang berlaku,

Semua pendapatan yang bersifat jasa pelayanan dan jasa medik dikembalixan ke
Dinas Kesehatan dan pcnﬂdolaqnn}a diatur oleh Walikota atas usul Kepala Dinas
Kesehatan setelah dikurangi upah pungut 5 % (lima persen).

(1]
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BAB X
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Kepada Instansi pemungut diberika upah pungut 5 % (lima persen) dari setoran
Bruto; .

(2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-
undangan vang berlaku.

BAB XI
CARA PENAGIHAN
Pasal 18

Penagihan retribusi dilakukan pada saat pasien pulang/keluar Instalasi Kesehatan Daerals
dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan , SKRD Tambahan dan STRD.

Pasal 19

Bentuk-bentuk  formulir  yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retdbusi
scbagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan
Walikota.

BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

(1) Walikola dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Tata cara pcmberian -pengurangan, keringanan dan  pembebasan  retribusi
- sebaganmana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditctapkan dengan keputusan
Walikota.

BAR X1
CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKST ADMINISTRASI

qua] 21

(1) Wajib retribusi dapat mengajukau permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan peratursn perundang-undangarn retribusi;

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan
sanks! administrast berupa bunga uang dan kenaikan retribusi yang terutangt dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena
kesalahannya;

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribust yang tidak benar:

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengurangan
ketetapan, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
dan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal int harus disampaikan secara
tertulis kepada Walikota atan Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejax tanggal

12]




diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
untuk mendukung permohonannya;

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan

oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan diterima;

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini

(7)

~—

(1)

2.

L U5 ]
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Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka perrnohonan
pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan; '
Walikota dapat memberikan insentit berupa pengurangan retribusi kepada wajib
retribust yang setia melaksanakan kewajibannya.

BARB XIV
KEBERATAN

Pasal 22

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD atau STRD;

) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus

disampaikan secara tertuhs kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama
3 (tiga) bulan seiak tanggal SKRD dan STRD;

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

Permohonan xeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan
diterima. :

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

i Waiib retribust harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk

perhitungan pengembalian kelebihan retribusi;

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan
pembayavan retribusi dapat langsung diperhitungkan tertebih dahulu dengan utang
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang;

Atas dasar permohongn sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperbitungkan dengan pembayaran retribusi
sclaniutnya.

Pasal 24

Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini diteroitkan
SKPDLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar) paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelehiban pembayaran retribust;

) Kelebihan pembayarar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat sejak diterbitkan SKPDLR,
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Pasal 25

(1) Pengembalian sehagaimana dimuksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebithan retribusi;

(2) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah im
diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
GUGUR

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi gugur setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

(2) Gugur penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh
apabila :

a. diterbitkan Surat teguran atau,
b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.
BAB Vil
SANKS! ADMINISTRASI
' Pasal 27

Wajib retribust tertentu sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah ini vang tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau
-kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XVIII
NETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk meiakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribust Daerah:

(2) Wewenang penyidikan schagannana pada ayat (1) Pasal ini adalah :

A menerima, mencart, mengumputkan keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lenghap dan jelas., ;

b, menciit, mencar Jan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana retribust Dacrah.

meminta kelerangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

d. memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana i bidang retribusi Daerah.
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¢. melakukan penggeledahan  untuk mendapatkan  barang bukti  pembukian,
pencatatan dan cokumen-dokumen lain, serla melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut.
' Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan
tanpa izin lebih dahulu sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan
kepada pengadilan setempat.
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak .
pidana di bidang retribusi Daerah,
n. menvuruh berhentt dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yanrg dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas.
i, memotiet seseorang yang berkaitan deogan tindak pidana di bidang retribust
daerah.
J. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.
k. menghentikan penyidikan.
[, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuniut
umum.

BAB XiX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) buian atau dengla
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yany kurang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 30

(1) Hal-hal vang menvangkut kerjasama PT Askes atau yayasan lain akan diattr
berdasarkan perjanjian kerja sama dengan persetujuan Walikota atas usul Kepala
Dinas Kesehatan Kota Kupang;

(2 Taril Instalasi Kesehatan Daerah golongan masyarakat vang pembayarannya dijamin
oleh pihak piniaman ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan
nerianjian tertulis dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang,
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan  Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota; :

(2) Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
1998 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor
15, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 47) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya raemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kota Kupang.
Ditclapnatt i Mupdilg
Pada tangga! 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG.
Cap & tid

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupany
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Can & tid
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PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I UMUM

Bahwa dengan semakin berkembangnya fungsi pelayanan Instalasi Kesehatan
Daerah seiring dengan makin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat
dewasa ini, maka mutu pelayanan kesehatan pada Instalasi Kesehatan Daerah perlu
ditingkatkan,

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakt
dimaksud, maka perlu menetapkan besarnya retribusi pelayanan keschatan yang
disesuatkan dengan perkembangan ekonomidan keadaan sosial masyarakat
schubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan tanf Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Keschatan
Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

Suan L’ ?\I’ . - iy
a. St sushatan Mactoma] bahwes unees basphntan mwniad] tomeeans Snnng

bersama antara pemerintah dan masyarakat.

b. Fungsi Sosial Insialasi Keschatan daerah yaitu memben kesempatan kepada
semua warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

¢, Keschatan bukan segalanya namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti.

d. Mencegah sakit iebih baik dari pada mengobati orang sakit.

Sclama im tarif Peclayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Daerah
ditetankan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1S Tahun 1998, namun seteiah
adanva Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Kota Kupang perln
mencetapkan Pevaturan Daerab ientang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

1. PASAL DEMI PASAL

< Pasal Pad pasal 8 cukup jelas
I 6 (1) Retribusi Rawat Jalan,
Pzmberian obat jalan disesuatkan dengan Standart
terapi vang ada di Instalasi Keseharan Dagrah.
(2) Retribust Rawat inap.
|. Akomodasi yang dilaksanakan di Puskesmas
Rawai Inap hanya pelayanan temnpat tidur tarpa
makan karena Puskesmas Rawat Inap tidak
memiliki dapur dan juga juru masak.
2. Pemberian obat dasar disesuaikan dengan standarf
terapi yang ada di Puskesmas.
(4) Tindakan Medk.
Bahan dar alat disesuaikan dengan jenis kebutuhan.
(5) Penunjang Diagnostik.
Rahan dan alat disesuaikan dengan jenis kebutuhan
rcagen pemenksaan laboratorium.
(7) Retribusi Administrasi Surat Keterangan.
I. Surat Keterangan Sertifikat Laik Sehat untuk
tempat-tempat umum (seperti - Rumah Makan,

Yy
ASRICH
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Pasal 7 s/d 32
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Restoran, Hotel dan Rumah Penginapan)
disamping dikenakan biaya akomodasi sebesar
Rp. 3.000,- juga dikenakan Jasa Pelayanan
sebesar Rp. 10.000,-

Semua Retribusi Administrasi Surat Keterangan
(g) dikembalikan  100%  untuk  kegiatan
operasional Dinas Kesehatan.

Khusus pemeriksaan calon jemaah haji diseuaikan
dengan jenis pemeriksaan laboratorium sesuat
dengan reagen vang digumakarn.

. cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 97
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